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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan PENETAPAN

Nomor 1874/Pdt.G/2018/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat/tangal  lahir  Jakarta/25  Februari  1981,  umur  37  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  Seniman,  tempat

kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,  sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tangal lahir Depok/27 September 1993,  umur 24 tahun,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat  kediaman di  Kecamatan  Cibinong,  Kabupaten  Bogor,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang

telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  Nomor

1874/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 12 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

1. Bahwa, pada tanggal  02 Januari 2016 Pemohon dengan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan   Cibinong Kabupaten Bogor  (Kutipan Akta  Nikah

Nomor  XXXXXXXXXXX tanggal  04 Januari 2016); 
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2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Kecamatan Cibinong, Kabuptaen Bogor; 

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum

bercampur (qobla dukhul); 

4. Bahwa,  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  rukun  dan  harmonis,  akan  tetapi  sejak  awal  Pernikahan  antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon  sudah  menikah  lagi  denga  Pria  idaman  lain  dan  diketahui

Pemohon melalui media sosialnya

b. Orang tua angkat Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah

tangga antara Pemohon dan Termohon

c. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon ketika dinasehati oleh

Pemohon

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon

tersebut  terjadi  sejak  21  Februari  2016,   yang  akibatnya  antara  Pemohon

dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon

dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami; 

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah

laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian

Pemohon  berkesimpulan  bahwa  tidak  bisa  lagi  untuk  mempertahankan

perkawinan  Pemohon  dengan  Termohon,  oleh  karenanya  Pemohon

berpendapat  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Pemohon  adalah  mentalak

Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong; 

PRIMER; 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberikan  ijin  kepada  Pemohon  (PEMOHON  )  untuk  menjatuhkan

talak satu kepada Termohon( TERMOHON); 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

SUBSIDER; 
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Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon hadir  sendiri  di  persidangan sedangkan  Termohon tidak hadir  dan

tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang,  bahwa di  muka persidangan Pemohon menyatakan ingin

mencabut permohonannya;

Menimbang,  bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan

Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara  ini  dan atas  kesadarannya

sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  muka  persidangan  menyatakan

mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Pemohon  mencabut  permohonannya

sebelum  permohonan  tersebut  dibacakan  dipersidangan  oleh  karena  itu

pencabutan  perkara  ini  dapat  dikabulkan  sebagaimana  maksud  Pasal  54

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal

271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 

2. Menyatakan perkara Nomor 1874/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut; 

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas  riburupiah); 

 

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cibinong pada hari  Kamis tanggal  07  Juni  2018 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  23 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti

sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan  Dra. Hj. Eni Zulaini

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Dra. Hj. Evi Triawianti

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hidayah, S.Ag

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,-
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-  Biaya Proses : Rp 50.000,-

-  Panggilan : Rp 120.000,-

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

-  Redaksi : Rp 10.000,-

-  Meterai : Rp                 6.000,-  

J u m l a h : Rp 236.000,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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